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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hendri Hidayat, 2023. Yang berjudul “Implementasi Program Jemput Bola

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Di Kabupaten Balangan”. Program Studi Adminstrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil

dari penelitian Pertama, indikator koordinasi sudah optimal. Indikator

sosialisasi sudah optimal. Indikator kerjasama sudah optimal. Kedua,

indikator jumlah petugas belum optimal. Indikator sumberdaya finansial

sudah optimal. Indikator fasilitas belum optimal. Ketiga, indikator wewenang

petugas sudah optimal. Indikator target cukup optimal. Indikator jadwal

pelaksanaan kurang optimal. Keempat indikator SOP sudah optimal. Indikator

tanggung jawab petugas sudah optimal. Faktor-faktor mempengaruhi faktor

penghambat adalah tidak adanya mobil operasional khusus dan minimnya

jumlah petugas. Sedangkan faktor pendukung adalah program jemput bola

yang disosialisasikan, Koordinasi dan kerjasama yang baik, sesuai tugas

pokok dan fungsinya dan adanya upah bagi petugas. Disarankan kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar
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lebih fokus terhadap peningkatan kualitas pelayanan jemput bola dan lebih

memanajemen dalam waktu yang ditentukan.

2. Feriilhamsyah, 2023. Yang berjudul “Implementasi Program Jemput Bola

(Jebol Ktp) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aktivasi Ktp (Studi

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)”.

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung. bertujuan untuk mempermudah siswa dalam pengurusan Kartu

Tanda Penduduk (KTP). Dalam program ini, petugas Disdukcapil Kota

Bandar Lampung akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan

perekaman data dan penerbitan KTP. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,

sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan dan verifikasi data, dan menggunakan teori

implementasi kebijakan publik George C Edward III. Hasil penelitian

menunjukkan implementasi kebijakan program Jemput Bola dalam

meningkatkan kualitas pelayanan aktivasi KTP dengan teori implementasi

kebijakan publik George C Edward III menunjukkan cukup baik, meskipun

ada kendala seperti kurangnya komunikasi yang jelas, kurangnya jumlah

sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan komunikasi,

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, menciptakan pelaksanaan yang

lebih efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Empat indikator
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implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif dan iv

berkelanjutan, mengindikasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bandar Lampung telah menerapkan implementasi kebijakan publik

dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan aktivasi KTP.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup

berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya,

hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan

publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti

undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan

menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur,

peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu

ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative

allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian

nilainilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan

Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program

of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan,

nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky
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sebagaimana dikutip Budi Winarno (2018: 17) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan

akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan

dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2017:6)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit

pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa

definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2019:12), ada dua karakteristik dari kebijakan
publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk
dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk
mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang
mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan
pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:2)

menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah

untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2019:19)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government

choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk

dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa
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kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak

yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat

beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan

yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip

Tangkilisan (2018:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat

agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan

secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Makbul Mansyur (2019:

19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative

allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan

bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang

secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan

karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system”
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yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan

sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu

maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk

mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat

sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau

tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu

guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan

publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam

ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat

pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2017:7)

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga

menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki

maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,

karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya

dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada

suatu masalah.
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2. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang

mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan

agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep

penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan

yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi

merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan

kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam

beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi

pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar

atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada

hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi

setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah

proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa

tahapan yakni:

1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
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6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2017:45): “Those Activities
directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program
hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter:
“Those actions by public and private individual (or group) that are
achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan
pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu
kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2018:136), “sebagai

sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah

yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Grindle (Mulyadi, 2017:47), “menyatakan implementasi merupakan

proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program

tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2019:55), “mengartikan implementasi sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2018:136) menyatakan, “bahwa definisi

implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok

privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan

terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Kemudian Gordon (Mulyadi, 2017:24) menyatakan, “implementasi

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”
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Menurut Widodo (Syahida, 2019:10), “implementasi berarti

menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Naditya dkk (2018:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah

mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam suatu keputusan”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2017:50), studi implementasi

merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses

implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan

kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai

dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk

mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama,

2017:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik

dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka

pendek, menengah dan panjang”.

Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2018:136), “dengan lebih ringkas

menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi

menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan

material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit

organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi

atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan

menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang

akan dijalankan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian

Implementasi kebijakan menurut Teori Donald S. Van Meter dan

Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2020: 103) ada enam variable yang

memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik
sumberdaya manusia(human resources) maupun sumberdaya non-
manusia(non-human resourse).

3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen
pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan
memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal
yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan
memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. Dan intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh
implementor.
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Teori G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli (dalam

Subarsono, 2020: 101-102):

1) Kondisi Lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang
dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta
keterlibatan penerima.

2) Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan
dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi
dankerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber Daya Organisasi
Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung
sumberdaya baik, sumberdaya manusia (human resources) maupun
sumberdaya non-manusia (non human resources).

4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program
Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92)

berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yaitu:

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya
untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya
kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
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4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah
(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas,

dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik

sebagaimana yang dikemukankan oleh Anderson dalam Widodo (2019:14)

yaitu:

1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan
tertentu.

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.

3) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.

4) kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5) kebijakan publik (positif) selalu bersdasarkan pada peraturan
perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Menurut Merilee S. Grindle dalam buku Agustino (2017:142)

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan

yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian

tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan

kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok

sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga

sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of

implementation) Isi kebijakan meliputi:
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1) Interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan,

2) Type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukan dampak positif
yang dihasilkan,

3) Extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak
atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus
mempunyai skala yang jelas,

4) Site of decission making, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu
kebijakan yang akan diimplementasikan,

5) Program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang
harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan

6) Resources commited, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Model yang dirumuskan Donald Van Metter dan Carl Van Horn

dalam Agustino (2017:133) disebut dengan model A Model Of The Policy

Implementation. Ada enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan

publik tersebut, adalah:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat
diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang
bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana
kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka
akan sulit direalisasikan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki
keterkaitan dengan pelaksana. Pelaksana harus memahami arah suatu
kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

2) Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan
pekerjaan yang diisyaratkan oleh ebijakan yang telah ditetapkan. Selain
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika
sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan anggaran
tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan yang dapat
menghambat tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan
sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan
anggaran yang berjalan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu
yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab
ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.
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3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana
meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat
dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja
implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat
serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan
konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan
dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain
diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu,
cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam
menentukan agen pelaksana kebijakan. Semakin luas cakupan
implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang
dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana Sikap penerimaan atau
penolakan dari pelakasana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, hal ini sangat memungkinkan terjadi karena
kebijakan publik biasanya bersifat top down sehingga para pengambil
keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh
kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang semestinya diselesaikan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi
diperlukan agar tidak terjadi salah pemahaman baik antarorganisasi
maupun pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat menangkap apa
yang menjadi harapan dari standar dan tujuan kebijakan dan apa yang
harus dilakukan. Kordinasi sangat diperlukan antara pihak- pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu
diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh
mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan
publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi
kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan
kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Teori Grindle dalam Novita Trisiana (2020:10) ini ditentukan oleh isi

dari kebijakan dan konteks dari implementasinya. Ide dasarnya adalah

bahwa setelah kebijakan di transformasikan barulah implementasi

kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat dari kebijakan

tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1) Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).
Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi dalam suatu implementasi kebijakan. Indikator ini
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berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti
melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya hal
inilah yang ingin diketahui.

2) Type of Benefits (tipe manfaat). Di dalam Type of Benefits ini berupaya
untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam kebijakan harus
terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dijelaskan.

3) Extent of Change Emision (derajat perubahan yang ingin dicapai).
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.
Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini bahwa seberapa
besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu
implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang besar.

4) Site of Decision Marking (letak pengambilan keputusan). Pengambilan
keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di
mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan
diimplementasikan.

5) Program Implementer (pelaksana program). dalam menjalankan suatu
kebijakan atau program yang harus didukung dengan adanya pelaksana
kebijakan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus
sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6) Resources Committed (sumber daya yang digunakan) pelaksanaan suatu
kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya sumber daya yang
mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Budi Winarno (2018:15), istilah kebijakan (policy term)

mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri

Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai

untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita

mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa

istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain

seperti tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan,

standar, proposal dan grand design.
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Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2016:12) kebijakan harus

dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan

yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan.

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih

jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada

didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2014: 17)

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of

concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan

oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2018:18) dianggap lebih tepat

karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan

bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini

juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan

(decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif

yang ada.

Makbul Mansyur, (2019: 44) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan
asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat
memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang
mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi
pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang
diinginkan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
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Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses

pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi

berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan

pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan

sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk

mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Lasswell dalam bukunya Abdul Wahab

(2019:189): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan,

nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals

values and practices).

Anderson dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189) merumuskan

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk

memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of

concern).

Menurut Eulau dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189)

beprendapat bahwa kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh

tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang

membuat dan melaksanakan kebijakan.

Friedrik dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189) mengatakan

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang,

group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kajian_kebijakan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan
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kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan

pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

Dari pendapat parah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan

adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak. Istilah in dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan

kelompok sektor swasts, serta individu. Kebijakan berbeda dengan

peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu

perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin

memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu

garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara

bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara.

Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika

dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada

dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga

merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada

suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial

ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di

pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian

Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para

politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk

mencapainya.
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Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang

penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi

kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu

pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan

pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan

masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik,

kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-

badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah

sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun

harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak

merugikan pemerintahan.

Dalam suatu pemerintah ada beberapa macam kebijakan, penjelasan
mengenai macam-macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan
yaitu :
1) Kebijakan Keuangan
Uang merupakan suatu hal penting dalam suatu kehidupan manusia.
Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu
negara. Uang merupakan suatu benda yang telah disepakati bersama
sebagai alat perantara tukar menukar dalam suatu hal perdagangan. Ada
banyak sekali fungsi uang yang telah kita ketahui. Selain uang ternyata
ada juga yang sering kita dengar yaitu inflasi.

2) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh
pemerintah untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Kebijakan moneter biasanya digunakan sebagai
kebijakan ekonomi dalam jangka pendek.

3) Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai
penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan
negara diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan
ataupun pinjaman dalam dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran bersifat rutin, misalnya yaitu
membayar gaji pegawai, belanja ataupun pengeluaran yang bersifat
pembangunan.

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/
http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/
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Itulah beberapa macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan

yang tentunya telah kita ketahui bersama. Dalam suatu pemerintahan

kebijakan memang harus selalu diperhatikan, salah satunya dengan tetap

memperhatikan badan-badan yang telah diberikan tugas. Kebijakan

merupakan suatu proses yang dirancang untuk membentuk suatu negara

agar tetap terjaga, dan tertib untuk menjalankan tugasnya. Itulah pengertian

kebijakan yang telah ketahui bersama.

b. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang

kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus

dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk

mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan

publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk

memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian,

beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang

berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana
dikutip Budi Winarno (2019: 32-34) adalah sebagai berikut :
1) “Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda
kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan
para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak
disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi
fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu
ditunda untuk waktu yang lama”.

2) “Tahap formulasi kebijakan Maslaah yang telah masuk ke agenda
kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
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masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada”.

3) “Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang
ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari
alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan”.

4) “Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan
menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah
diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing”.

5) “Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah
dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana
kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu
ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah
mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum”.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2016:52) proses pembuatan kebijakan merupakan

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan.

Walaupun demikian, para adsministrator sebuah organisasi institusi atau

lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan

atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang

diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended

risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal pemting

yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam

pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:
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1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat

kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan

adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang

sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost,

seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum

professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti

kebiasaan itu oleh para administrator.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang

dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh

sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan

besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para

pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu Maksud dari faktor ini adalah

bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang

terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan

4. Pelayanan Publik

a. Pengertian

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-

undangan.
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Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pene

rima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan

mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya

efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak

berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi

pelayanan dan juga penerima pelayanan.

Selaras dengan pendapat diatas, UUD Tahun 1945 mengamanatkan

bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan

publik. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah menetapkan UU

Pelayanan Publik untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan

antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta

mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.

Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara dalam
(Rahman Mulyawan, 2016:33) adalah sebagai “Segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat
dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang
dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan”.

Departemen Dalam Negeri dalam (Rahman Mulyawan, 2016:33)

adalah suatu “Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu

http://pemerintah.net
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yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan

dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa

barang dan jasa”.

Menurut Monir dalam (Pasolong, 2018:128), mengatakan pelayanan

adalah “Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara

langsung”. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993),

mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan

dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Pasolong, 2018:128)
adalah sebagai “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2017:22) menyatakan bahwa:

“pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan

berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan

masyarakat”.Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuanperundang-undangan”.

Menurut Hayat (2017:22) “pelayanan publik merupakan melayani
secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya ”Mukaron dan
Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah
pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
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mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan”.Dari berbagai pendapat tentang pengertian
pelayanan publik di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa
pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani yang
dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan
secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat
sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dengan adanya pelayanan secara otomatis ada interaksi antara

masyarakat dengan pegawai yang bersangkutan pada suatu organisasi.

Komunikasi memang sangat penting dalam melayani masyarakat, karena

komunikasi berfungsi untuk membantu dan mengetahui apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan

publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,

instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan

peraturan perUndang-undangan. Karena itu, pelayanan publik merupakan

kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau

penduduk atas suatu layanan.

b. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Ratminto dan Winarsih (2017:22)
diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Kesederhanaan, artinya
prosedur pelayanan publik harus tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.
1) Kejelasan, artinya persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
harus jelas, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau
persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus
jelas; dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran juga
harus jelas.
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2) Kepastian Waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3) Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat,
dan sah.

4) Keamanan, artinya proses dan produk pelayanan publik memberikan
rasa aman dan kepastian hukum.

5) Tanggung jawab, artinya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

6) Kelengkapan Sarana dan Prasarana, artinya tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
(telematika).

7) Kemudahan Akses, artinya tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

8) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, artinya pemberi pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ihklas.

Kenyamanan, artinya lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah

dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti

parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

3. Program Tamasya

a. Pengertian

Tamasya adalah singkatan dari “Tertib Administrasi Kependudukan

Sasar Warga”, yaitu sebuah program pelayanan inovatif berbasis jemput

bola yang digagas oleh Disdukcapil Kabupaten Balangan untuk

meningkatkan akses dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan

secara langsung ke masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil,

pedalaman, atau wilayah yang sulit dijangkau.
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Melalui program Tamasya, petugas Disdukcapil tidak menunggu

masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi justru aktif mendatangi

langsung ke desa-desa, kecamatan, atau lokasi-lokasi tertentu yang telah

ditentukan. Layanan yang diberikan meliputi:

1) Perekaman dan pencetakan KTP-el

2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

3) Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

4) Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

5) Layanan perubahan data dan konsolidasi dokumen kependudukan

b. Tujuan Program Tamasya

1) Meningkatkan cakupan layanan adminduk, terutama di wilayah yang

jauh dari kantor Disdukcapil.

2) Mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi

seluruh penduduk.

3) Mengurangi disparitas akses pelayanan antara wilayah pusat dan

pinggiran.

4) Mendekatkan layanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan

publik yang cepat, mudah, dan gratis.

5) Mendukung basis data kependudukan yang valid dan akurat sebagai

dasar kebijakan pemerintah.

c. Karakteristik Program TAMASYA

1) Berbasis jemput bola: Petugas aktif turun ke lapangan.
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2) Terintegrasi dan kolaboratif: Sering dilaksanakan bersama layanan lintas

sektor (kesehatan, sosial, pendidikan, dll)

3) Inklusif dan proaktif: Menjangkau kelompok rentan seperti lansia,

penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat adat.

4) Fleksibel: Menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial

masyarakat setempat.

D. Kerangka Pemikiran

Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bahwa

dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan

dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Balangan dalam pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok,

fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya Impelementasi Program Tamasya Jemput Bola

Dalam Meningkatkan Akses Layanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Mamigang Kecamatan Halong)

peneliti memfokuskan pada teori Teori G. Shabbir Chema dan Dennis A.

Rondinelli (dalam Subarsono, 2020: 101-102) Kondisi Lingkungan, Hubungan
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Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi dan Karakteristik dan Kemampuan

Agen Pelaksana. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1

sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Dibuat Peneliti, 2025
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1. Masih banyak masyarakat pada
Desa Mamigang Kecamatan
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2. Jumlah petugas jemput bola
yang belum memadai

3. Kurangnya kesadaran
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Subarsono, 2020: 101-102):
1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antar Organisasi
3. Sumber Daya Organisasi
4. Karakteristik dan
Kemampuan Agen
Pelaksana

a. k
e
b
i
j
a
k
s
a
n
a
a
n

b. P
e
r
e
n
c
a
n
a
a
n

c. P
e
n
y
u
s
u
n
a
n

d. S
a
r
a
n
a
d
a
n
P
r
a
s
a
r
a
n
a

2. Pengawasan

Desa Mamigang Kecamatan Halong

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Impelementasi Program Tamasya Jemput
Bola Dalam Meningkatkan Akses Layanan Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Mamigang

Kecamatan Halong)

Impelementasi Program Tamasya Jemput Bola Dalam
Meningkatkan Akses Layanan Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa

Mamigang Kecamatan Halong)

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


